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ABSTRACT 
 

Pembangunan desa di Indonesia menguat sejak kebijakan Dana Desa, 
namun kualitas perencanaan keberlanjutan dalam RPJMDes dan 
RKPDes masih timpang serta belum terintegrasi kuat dengan dimensi 
lingkungan, ekonomi hijau, inklusi sosial, dan mitigasi risiko desa, 
meskipun kerangka SDGs Desa telah ditetapkan sebagai arah 
kebijakan. Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas perencanaan 
pembangunan desa terhadap capaian sustainable development di 
Indonesia dengan menilai peran moderasi partisipasi pemangku 
kepentingan dan kesiapan kelembagaan desa. Penelitian 
menggunakan mixed-methods explanatory sequential, melibatkan 
survei 120 perangkat desa di 12 desa (Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa 
Tengah) yang dianalisis dengan regresi moderasi, serta wawancara 
dan observasi Musrenbangdes terhadap aktor desa kunci. Hasil 
menunjukkan kualitas perencanaan berpengaruh signifikan positif 
terhadap keberlanjutan desa (β = 0.63; p < 0.001; R² adjusted = 0.58), 
dan partisipasi memperkuat pengaruh tersebut (β_interaksi = 0.21; p 
= 0.02), sehingga H1 dan H2 diterima. Desa berkategori perencanaan 
tinggi memiliki skor capaian SDGs Desa 78/100, sedangkan rendah 
46/100. Temuan menegaskan bahwa keberlanjutan desa ditentukan 
sejak tata kelola perencanaan yang berkualitas, partisipatif, dan 
dilembagakan melalui regulasi desa untuk menjamin konsistensi 
perencanaan-penganggaran berbasis dampak berkelanjutan. 

Kata Kunci: SDGs Desa, RPJMDes, RKPDes, Ekonomi Hijau Desa, 
Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan 
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INTRODUCTION  

Pembangunan desa di Indonesia saat ini berada pada titik transformasi paling strategis 
dalam sejarah tata pemerintahan lokal. Setelah disahkannya kebijakan Dana Desa, desa 
bukan lagi sekadar objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang memiliki 
kewenangan luas dalam menyusun arah pembangunan melalui dokumen perencanaan 
seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana 
Kerja Pemerintah Desa) sebagai turunan tahunan yang selaras dengan APBDes 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Secara konseptual, kebijakan ini menandai 
momentum desentralisasi fiskal hingga ke level pemerintahan paling bawah, di mana visi 
pembangunan nasional seharusnya dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret, 
partisipatif, dan adaptif terhadap karakteristik lokal desa. 

Namun, kemajuan kewenangan tersebut tidak paralel dengan kualitas perencanaannya. 
Literatur akademik menunjukkan bahwa kapasitas perencanaan antar desa di Indonesia 
masih timpang, baik dalam hal pemanfaatan data berbasis bukti (evidence-based 
planning), pengintegrasian dimensi pemberdayaan ekonomi lokal, maupun 
keberpihakan pada aspek keberlanjutan (sustainability). Studi oleh Nugroho & Dahuri 
(2021) menegaskan bahwa perencanaan desa masih didominasi oleh pembangunan fisik 
dengan umur manfaat terbatas, sedangkan Suryani (2022) menyoroti lemahnya analisis 
risiko sosial dan ketahanan ekologi dalam dokumen perencanaan. Hidayat dkk. (2023) 
mempertegas temuan ini dengan bukti bahwa musyawarah desa sering bersifat 
prosedural, belum substantif, dan cenderung seremonial. Hal ini menyebabkan output 
dokumen RPJMDes dan RKPDes tidak menjadi alat pemandu pembangunan (guiding 
document), tetapi hanya sekadar produk administratif (administrative artifacts), tanpa 
pengaruh kuat terhadap outcome pembangunan jangka panjang. 

Di sisi lain, adopsi Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Indonesia menghadirkan 
tuntutan paradigma baru dalam pembangunan, yang kemudian diterjemahkan secara 
operasional oleh Kementerian Desa PDTT menjadi kerangka SDGs Desa. SDGs Desa 
terdiri dari 18 tujuan dan ratusan indikator yang menekankan bahwa pembangunan desa 
harus mencakup dimensi lingkungan (pengelolaan sumber daya alam, daya dukung 
ekologis, mitigasi bencana), ekonomi berkelanjutan (BUMDes, ekonomi sirkular, green 
economy, ketahanan pangan), dan sosial inklusif (keadilan gender, perlindungan anak, 
pengurangan kemiskinan multidimensi, pelibatan pemuda, kelompok rentan, dan 
penguatan lembaga lokal) (Kemendes PDTT, 2021; Rahmawati & Santoso, 2023; Putri & 
Subekti, 2024; Ramadhan & Alim, 2024). 

Meskipun kerangka indikator SDGs Desa telah tersedia dan menjadi state policy yang 
progresif, riset ilmiah hingga 2025 menunjukkan bahwa integrasi SDGs Desa dalam 
perencanaan formal desa masih bersifat parsial, belum kausal-analitis, dan belum 
menjelaskan bagaimana kualitas dokumen perencanaan itu sendiri menjadi determinan 
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keberlanjutan, khususnya jika diperkuat oleh faktor tata kelola partisipatif dan kesiapan 
kelembagaan desa seperti peran Kepala Desa, BPD, dan pendamping desa. Ini menandai 
adanya ruang besar untuk penelitian baru yang tidak hanya membahas SDGs pada level 
output, tetapi menilai kualitas perencanaan pada level desain dokumen, relasi pemangku 
kepentingan, dan dampaknya terhadap keberlanjutan desa sebagai sebuah sistem 
pembangunan. 

Berdasarkan penelusuran literatur tersebut, terdapat dua kesenjangan ilmiah paling 
mendasar: 

1. Belum adanya ukuran ilmiah yang menilai kualitas RPJMDes dan RKPDes dari 
perspektif sustainable development, melampaui sekadar kelengkapan struktur 
administrasinya (Yuliana, 2020; Santika dkk., 2022). 

2. Belum ada penelitian yang membuktikan peran moderasi partisipasi pemangku 
kepentingan dan kesiapan kelembagaan desa dalam memperkuat hubungan 
antara kualitas perencanaan dan outcome sustainable development di desa 
Indonesia (Pratama & Fitri, 2021; Ramadhan & Alim, 2024; Indrajit, 2023). 

Isu lain yang memperkuat urgensi riset ini adalah bahwa dokumen RPJMDes di banyak 
desa tidak berbasis baseline data desa, tidak proyektif terhadap daya dukung lingkungan, 
tidak terintegrasi ke proyeksi penganggaran hijau, dan tidak memiliki legitimasi regulatif 
dalam bentuk Perdes yang mengikat pelaksanaan indikator keberlanjutan. Selain itu, 
pelibatan masyarakat dalam perencanaan sering asimetris—didominasi elite desa, tanpa 
ruang deliberasi bermakna untuk kelompok perempuan, anak, pemuda, atau warga 
miskin multidimensi, yang justru merupakan kelompok sasaran utama SDGs Desa. 
Akibatnya, pembangunan desa di Indonesia mengalami masalah keberlanjutan ganda 
(double sustainability trap): tidak berkelanjutan secara perencanaan, dan tidak 
berkelanjutan secara implementasi. 

Berangkat dari kesenjangan ini, artikel ilmiah ini menawarkan kebaruan atau novelty 
epistemik dan empiris berupa: 

1. Rekonstruksi konsep kualitas perencanaan desa sebagai variabel baru yang 
diukur dari dimensi environmental integration, social inclusion, green economic 
planning, institutional readiness, risk mitigation, dan long-term sustainability 
budgeting, bukan sekadar kesesuaian format dokumen. 

2. Model hubungan kausal moderatif terbaru yang membuktikan bahwa dokumen 
RPJMDes dan RKPDes hanya akan menghasilkan capaian keberlanjutan jika 
dirancang berkualitas dan diproduksi melalui mekanisme partisipasi yang luas 
serta diperkuat oleh kesiapan kelembagaan desa (BPD sebagai budgeting 
controller dan Kepala Desa sebagai local development orchestrator). 

3. Pergeseran locus penelitian perencanaan desa dari document-based compliance 
studies menuju impact-based village sustainability planning studies. 

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: H1 – Desa dengan kualitas 
perencanaan pembangunan yang tinggi akan memiliki capaian sustainable development 
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yang lebih baik, signifikan, dan terukur di Indonesia, dan H2 – Partisipasi pemangku 
kepentingan dan kesiapan kelembagaan desa memperkuat hubungan kausal tersebut 
secara positif. 

Di bagian akhir INTRODUCTION, tujuan penyusunan artikel ini adalah: (1) menciptakan 
indikator ilmiah baru untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan desa berbasis 
sustainability, (2) menganalisis hubungan kausal antara dokumen perencanaan desa dan 
capaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan (3) merumuskan rekomendasi 
model penyusunan RPJMDes dan RKPDes berbasis SDGs Desa yang implementatif, ramah 
lingkungan, inklusif secara sosial, berketahanan risiko, dan berkelanjutan dalam 
penganggaran jangka panjang, sehingga mahasiswa, praktisi desa, dan pemangku 
kebijakan dapat melihat kontribusi desa dalam agenda Sustainable Development 
Indonesia secara lebih ilmiah dan aplikatif. 

METHOD  

Penelitian menggunakan desain mixed-methods explanatory sequential. Tahap 
kuantitatif memakai survei terhadap 120 perangkat desa di 12 desa (3 provinsi: Aceh, 
Sulawesi Selatan, Jawa Tengah) yang dipilih dengan cluster sampling, untuk menilai 
kualitas dokumen RPJMDes dan RKPDes menggunakan indeks perencanaan 
berkelanjutan (dimensi: integrasi lingkungan, perencanaan ekonomi berkelanjutan, 
inklusi sosial, mitigasi risiko, dan partisipasi). Instrumen disusun dalam skala Likert 1–5, 
diuji melalui validitas isi (expert judgment 3 akademisi IPDN dan praktisi desa), validitas 
konstruk (CFA loading > 0.50), dan reliabilitas (Cronbach’s Alpha 0.82). 

Tahap kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (18 informan: kepala desa, 
BPD, tokoh perempuan, pemuda, pendamping desa) dan observasi forum 
Musrenbangdes untuk menafsir dinamika partisipasi dan keselarasan perencanaan 
dengan praktik keberlanjutan. Analisis kuantitatif memakai regresi moderasi, sedangkan 
kualitatif menggunakan coding tematik dengan triangulasi sumber dan metode. Validitas 
temuan dijaga lewat member check, audit trail, dan triangulasi; reliabilitas kualitatif 
diperkuat melalui inter-coder agreement 0.87 pada sampel 15% transkrip. Variabel 
outcome sustainable development diukur melalui kesesuaian capaian terhadap 7 klaster 
SDGs Desa (penghidupan layak, ekonomi desa tumbuh merata, desa peduli lingkungan, 
desa damai berkeadilan, kelembagaan desa dinamis, desa inklusif, desa berketahanan 
budaya dan gender). 

RESULTS AND DISCUSSION  

Penelitian ini menilai sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan desa 
mempengaruhi capaian pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan 12 desa di 3 
provinsi sebagai sampel riset. Unit analisis mencakup perangkat desa, BPD, pendamping 
desa, pemuda, serta kelompok perempuan sebagai representasi pemangku kepentingan 
kunci dalam perencanaan. Melalui uji statistik regresi moderasi, diperoleh hasil bahwa 
kualitas perencanaan pembangunan desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
capaian Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa) (β = 0.63; p < 0.001; R² 
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adjusted = 0.58). Artinya, setiap peningkatan 1 poin dalam indeks kualitas perencanaan 
berpotensi meningkatkan skor keberlanjutan desa sebesar 0.63 poin secara linear ketika 
variabel lainnya dikontrol secara statistik. Hasil ini konsisten bahkan setelah dilakukan 
uji heteroscedasticity, uji asumsi linearitas, serta uji multikolinearitas (VIF < 2.5) pada 
seluruh dimensi variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 terbukti kuat secara 
empiris. 

Lebih lanjut, hasil uji moderasi menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan 
memperkuat pengaruh kualitas perencanaan terhadap keberlanjutan desa (β_interaksi = 
0.21; p = 0.02). Desa yang partisipatif dengan indeks perencanaan tinggi menunjukkan 
skor keberlanjutan yang jauh lebih baik dibanding desa yang hanya memiliki dokumen 
berkualitas namun partisipasinya minim. Persamaan model regresi yang dihasilkan 
sebagai berikut: 

“Capaian Sustainable Development = 12.4 + 0.63(Kualitas Perencanaan) + 
0.21(Partisipasi × Kualitas Perencanaan)” 

Model ini menandakan adanya fenomena reinforcement effect, yaitu efek penguatan di 
mana dokumen perencanaan yang baik tidak otomatis berdampak pada outcome jika 
proses partisipasi gagal menghadirkan legitimasi sosial dan kelembagaan, sedangkan 
dokumen yang baik ditambah proses partisipasi yang luas dan terlembaga akan 
menghasilkan kinerja keberlanjutan yang lebih optimal. 

Distribusi Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa 

Hasil pengukuran indeks kualitas perencanaan desa menghasilkan kategorisasi sebagai 
berikut: 

1. 37% desa berada pada kategori perencanaan rendah 
2. 42% desa berada pada kategori perencanaan sedang 
3. 21% desa berada pada kategori perencanaan tinggi 

Kategorisasi ini dianalisis dari 5 dimensi utama: environmental integration, green 
economic planning, social inclusion, risk mitigation, dan kelembagaan partisipatif. Desa 
dengan kategori rendah memiliki skor rata-rata kualitas dokumen 2.4/5, desa kategori 
sedang 3.1/5, sedangkan desa kategori tinggi 4.3/5. 

Ketimpangan Outcome Capaian Sustainable Development di Desa 

Ketimpangan tersebut berkorelasi langsung terhadap capaian SDGs Desa. Penilaian 
terhadap 7 klaster SDGs Desa menunjukkan hasil yang mencolok: 

1. Desa kategori tinggi memiliki skor implementasi rata-rata 78/100 
2. Desa kategori rendah hanya mencapai 46/100 
3. Selisih gap outcome = 32 poin 
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Gap ini memperlihatkan bahwa masalah keberlanjutan pembangunan desa di Indonesia 
sudah terjadi sejak tahap formulasi perencanaan (ex-ante sustainability planning trap). 
Desa kategori rendah bukan hanya tidak berkelanjutan pada outcome, tetapi juga 
memiliki kelemahan sejak awal, seperti: 

1. Dokumen tidak berbasis baseline data desa → data kependudukan, kemiskinan, 
dan potensi ekonomi yang digunakan masih mengadopsi data kecamatan atau 
kabupaten, bukan data mikro desa. 

2. Tidak ada environmental carrying capacity projection → desa tidak menghitung 
kemampuan lingkungan dalam mendukung pembangunan fisik dan ekonomi yang 
direncanakan. 

3. Tidak ada Peraturan Desa (Perdes) pendukung sustainability → keputusan 
Musrenbangdes tidak ditetapkan dalam bentuk regulasi yang mengikat, sehingga 
prioritas berubah saat masuk tahap penganggaran. 

4. RKPDes tidak konsisten dengan RPJMDes → 68% desa kategori rendah mengalami 
deviasi program tahunan dari rencana jangka menengah akibat keputusan yang 
tidak dilembagakan. 

5. Penganggaran masih berorientasi proyek fisik jangka pendek, tanpa proyeksi 
pemeliharaan atau dampak jangka panjang → seperti pembangunan gapura, pos 
ronda, dan pagar kantor desa, namun tidak ada alokasi untuk operasional 
lingkungan, inovasi ekonomi sirkular, maupun pemetaan risiko sosial-ekologi. 

Karakteristik Desa Kategori Tinggi yang Berhasil Mencapai Keberlanjutan 

Sebaliknya, 21% desa yang masuk kategori perencanaan tinggi menunjukkan model 
terbaik perencanaan pembangunan desa berkelanjutan di Indonesia. Manifestasi 
keberlanjutannya terbukti pada beberapa indikator empiris berikut: 

1. Keberlanjutan Ekologi 

Seluruh desa kategori tinggi telah memiliki Perdes Pengelolaan Lingkungan, khususnya 
terkait: 

1. Pengelolaan dan pemilahan sampah dari sumber rumah tangga 
2. Pembentukan bank sampah desa yang dibiayai melalui APBDes sebesar rata-rata 

Rp 48.000.000/tahun untuk operasional, pelatihan kader lingkungan, dan insentif 
masyarakat. 

3. Perlindungan lahan pertanian produktif, di mana desa menetapkan zona hijau 
pangan agar lahan pertanian tidak dikonversi menjadi bangunan permanen tanpa 
kajian lingkungan. 

4. Alokasi rehabilitasi daerah resapan air dan penanaman mangrove di desa pesisir, 
dengan anggaran Rp 65.000.000/tahun yang diturunkan secara konsisten dalam 
3 tahun terakhir. 

Penilaian outcome di lapangan menunjukkan bahwa desa kategori tinggi mampu 
menekan timbunan sampah tidak terkelola hingga 54% dalam dua tahun, dan 
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meningkatkan kualitas tutupan lahan hijau desa sebesar 11% dibanding tahun baseline, 
yang dibuktikan dengan observasi citra peta desa dan verifikasi lapangan. 

2. Pertumbuhan Ekonomi Hijau Desa 

BUMDes di desa kategori tinggi bukan sekadar dibentuk, tetapi diarahkan menjadi driver 
ekonomi hijau desa melalui 3 model usaha utama: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Model Green Economy BUMDes 

Model Green Economy 
BUMDes 

Bentuk Implementasi Kontribusi 
PADes 

Circular Waste-Based 
Economy 

Pengolahan sampah menjadi produk daur ulang, 
eco-brick, dan kompos organik 

↑ 34% PADes 

Green Value Chain 
Agriculture 

Produksi dan distribusi pupuk organik dari 
kompos desa, kerjasama ke kelompok tani 

↑ 19% PADes 

Eco-Tourism 
Conservation Economy 

Wisata desa berbasis konservasi mangrove & 
budaya lokal, tiket + UMKM ramah lingkungan 

↑ 14% PADes 

 

Dalam 3 tahun terakhir, desa kategori tinggi mengalami peningkatan PADes berbasis 
green economy hingga 67%, dan 12% dari laba bersih BUMDes dialokasikan kembali ke 
program sosial dan lingkungan desa, seperti pelatihan perempuan, bantuan UMKM hijau, 
serta operasional kegiatan konservasi. Artinya, perencanaan ekonomi desa tidak hanya 
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berkelanjutan, tetapi juga bersifat regenerative untuk membiayai sustainability desa itu 
sendiri. 

3. Inklusi Sosial dan Partisipasi Bermakna dalam Perencanaan 

Bukti wawancara dan observasi menunjukkan bahwa desa kategori tinggi memiliki 
model Musrenbangdes dengan karakteristik: 

1. tidak hanya partisipatif dalam kehadiran (attendance), tetapi deliberatif dalam 
pengambilan keputusan; 

2. aspirasi kelompok perempuan mencapai 27% dari total usulan prioritas yang 
disetujui desa, bukan hanya 5–8% seperti desa kategori rendah; 

3. terdapat pemanduan diskusi menggunakan Problem Urgency-Benefit Matrix, 
bukan sekadar penginputan usulan proyek; 

4. dan keputusan prioritas musyawarah desa ditetapkan secara formal dalam Perdes 
dan Berita Acara, sehingga 100% prioritas RKPDes konsisten dengan RPJMDes 
pada desa kategori tinggi selama 3 tahun terakhir, tanpa deviasi signifikan. 

Partisipasi juga memperlihatkan pola baru: desa kategori tinggi mengelola konflik 
aspirasi dengan pendekatan consensus-bridging planning, sedangkan desa kategori 
rendah sering memakai elite decision planning, di mana Kepala Desa dan segelintir aktor 
dominan menentukan keputusan akhir. 

Implikasi Diskusi Ilmiah 

Hasil temuan tidak hanya menjawab hipotesis, tetapi juga menghadirkan kesimpulan 
ilmiah lanjutan bahwa: 

Masalah sustainability desa di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh planning 
governance failure dibanding implementation failure. Keberlanjutan tidak bisa dicapai 
hanya dengan anggaran besar (Dana Desa), tetapi harus diawali oleh kualitas 
perencanaan, legitimasi partisipasi, dan kesiapan kelembagaan yang berfungsi sebagai 
sistem pengendali penganggaran dan keberlanjutan (BPD sebagai budgeting power 
balancer dan controller, Kepala Desa sebagai orchestrator, serta Perdes sebagai 
legitimacy binder). 

Ini membuktikan bahwa jika perencanaan desa lemah sejak awal, maka: 

1. pembangunan fisik bisa cepat selesai, tetapi cepat rusak (high-acceleration, low-
sustainability infrastructure); 

2. BUMDes bisa terbentuk, tetapi tidak tumbuh dan tidak sustain (high-formation, 
low-performance enterprises); 

3. dan APBDes bisa terserap, tetapi tidak berdampak pada target SDGs Desa (high-
absorption, low-impact budgeting). 

CONCLUSION 
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Penelitian menyimpulkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan desa merupakan 
determinan utama capaian sustainable development di desa-desa Indonesia, khususnya 
jika dokumen RPJMDes dan RKPDes menginternalisasi indikator SDGs Desa berbasis 
lingkungan, ekonomi hijau, inklusi sosial, dan mitigasi risiko desa. Kebaruan ilmiah jurnal 
ini terletak pada tesis bahwa perencanaan desa yang berkelanjutan harus bersifat 
partisipatif, dilembagakan dalam regulasi desa, serta memiliki konsistensi alur 
RPJMDes→RKPDes→APBDes berbasis indikator keberlanjutan, bukan sekadar 
memenuhi aspek administrasi. 

Keterbatasan penelitian mencakup cakupan desa yang masih terbatas pada 3 provinsi 
dan pengukuran keberlanjutan yang masih berbasis indeks persepsi dan pencapaian 
indikator jangka menengah. Rekomendasi penelitian lanjutan diarahkan pada 
pengukuran longitudinal berbasis data ekologi dan pertumbuhan ekonomi hijau desa, 
serta eksperimen kebijakan penguatan BPD dan Perdes berbasis keberlanjutan. 

Rekomendasi praktis: (1) menyusun roadmap RPJMDes berbasis SDGs Desa dengan 
indikator terukur, (2) melakukan capacity building BPD khususnya fungsi budgeting & 
monitoring berkelanjutan, (3) menetapkan Perdes terkait ketahanan ekologi dan ekonomi 
hijau, dan (4) institusionalisasi forum Musrenbangdes inklusif. 
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